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BAB II 

PEMERIKSAAN DOKUMEN 

A. Dasar hukum Pemalsuan surat 

Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”): 

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 

isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 

Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:  

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 

1. akta-akta otentik; 

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya 

ataupun dari suatu lembaga umum; 

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 

perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: 

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 

diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 

pengganti surat-surat itu; 

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan; 
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 Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 

memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau 

yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat 

itu dapat menimbulkan kerugian. 

B. Dasar hukum Penyelidikan dan Penyidikan  

Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,dasar 

dilakukan penyidikan menyatakan: 

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat 

bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah 

melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan 

penangkapan.” 

Pasal 4  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,dasar dilakukan 

penyidikan adalah: 

a.    laporan polisi/pengaduan; 

b.    surat perintah tugas; 

c.    laporan hasil penyelidikan (LHP); 

d.    surat perintah penyidikan; dan 

e.    Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 
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Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut: 

a.    keterangan saksi; 

b.    keterangan ahli; 

c.    surat; 

d.    petunjuk; 

e.    keterangan terdakwa. 

C. Barang bukti berupa Surat/Dokumen 

a) 1 bundel akta jual beli nomor 436/2015 di notaris DIASTUTI SH 

yaitu pada tanggal 12 oktober 2015 

b) 1 buah KTP asli atas nama ERNAWATI 

c) 1 buah KTP asli atas nama DEDI KOESMAYADI  

d) 1 bundel sertifikat hak milik rumah dan bangunan komplek Vila 

antapani indah V30 Rt 08/07 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota 

Bandung. 

e) 1 lembar kwitansi pelunasan jual beli senilai Rp. 450.000.000,- 


